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ABSTRACT
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PENbAHULUAN

:ajaumumnya,upayamerehabilitasihutandanlahan
..r: OitrXr1ah selama ini lebih berorientasi pada target

,rlf*r[rri pendekatan struktural fisik maupun vegetatif'

memadai.

Keterbatasarr tersedianya dana dan kemampuan atau

kapasitas nengelolaan membuat kerusakan lingkungan

iemarin paran. Sebagai respon terhadap permasaiahan

tersebut maka lahir berbagai gagasan inovatif misalnya

Jatam bentuk pembayaran jasa lingkungan \Payment for

Environnenta/ Senrices atau PES)

Mekanisme pembayaran jasa lingkur:gan termasuk di

lrlrrny, jasa air adalah ialah satu inovasi pengelolaan

fi^giu.gu, secara lestari yang cukup dikenal di berbagai

belahan dunia. Hal 
'ni 

Jangit beralasan karena 20Yo

p.nOrOrf dunia kekurangan akses terhadap fasilitas. dir

[.ttln Orn separuh pen-duduk dunia- kekurangan 3l?l
lasilitas kesehatan (C0sgrove dan Rijsberman' 2000)'

lrfenr*t Landell'Mills dan Porras (2002), perkembangan

p.*rrrr.rn iasa air di dunia diakibatkan memang adanya

pernrintaan pasar (52%), karena'q?ly' peraturan

irr.r.ir,tun (28%), adanyi penav/aran (B%) dan hal-hal

lainnya (24/,)

implementasi mekanisme pembayara.n jasa lingkulrgan di

suatu wilayah perlu diintegrasikan dengan perencanaan

spasial (ipatial planning) diseltai .dengan 
adanya

rLiup.lrian tintas seit"oral, provinsi dan nasional"

Diperlukan pula ,Oany, fonsultasi boftom-up .q'h.{.
penyusunan ptot.t 

-Jrn 
besaran kompensasi hingga,

didapatkan fesesuaian atau equilibrium wittingnes$'f0:r

j*JrngLrn partisipasi masyarakat, .aspek sosial

.*l**Urgrrn, dan kesejahteraan masyarakat lokal belum

",.^oipii 
fierhatian yang proporsional' Dari segi

,.nrniavaan, dana dntuk melaksar;akan kegiatan

,rrnlrirn ini bladanya berasal dari pemerintah, sehingga

irnorn demikfan s'eringkali dipahami sebagai kegiatan

rand cosf- centered.

Dada akhir dekade tahun 2000'an, pendekatan

,.ngrfo[rn lin$kungan atau sumberdaya alam termasuk

,r*ittO.V, fritan yang berorientasi, pada permintaan

;il-#;i.giat seuagalmana layaknya semua sektor di

l,Orng efonimi lainnya, Aspek pemasaran atau aspek

ekonomi secara umurrr selalu bertumpu kepada sektor

srvasta dan merekalah yang diharapkan dapat berperan

srrrra aktif. Di sisi laiir, diharapkan pemerintah dapat

mrnyirpt rn perangkat atau mekanisme qenOe]:l?:iY:
trningd, tinlkungin dan sumberdaya alam (termasuk

,rrnn"riJ.v. nutai) dapat dikelola secara lestan. Selain

itu, 
-fem6rintan 

clan masyarakat. bersama lembaga

,orrOaya maSyarakat diharapkan siap derrgan personil

rrngehla pem'bayaran iasa lingkungJn yang kapasttasnya

'li.:=

':l ': :
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r(ompensasi terhadap jasa lingkungan .bukan suatu

,*r.trn universal unluk mernerangi kemiskian di

:edesaan (termasuk kemiskinan di sekitar kawasan

icnseruasi 
' 
oan kawasan hutan) dan degradasi

i;ngkungan. Agar berfungsi sebagai instrumen yang

:elnargi untuli memperkuat strategi'strategi peningkatan

;ergnidupan masyarakat, maka skema kompensasi

sabilinya menjadi bagian dari strategi pembangunan

:z=:a\ Yanq lehih luas

)engan demikian, secara umum pasar jasa lingkungan

, apit pula diartikan sebagai kesempatan bagi masyarakat

yang hidup di dalam dan sekitar kawasan konservasi serta

irGtrn hutan untuk meningkatkan taraf hidup mereka

iCMF et al., 2005). Selairi itu, mekanisme ini luga

i,lujukan untuk meningkatkan modal sosial dan

:engakuan atas hqk masyarakat dalam mengelola dan

:eigakses sumberdaya alam aiau hutan (recognilion)'

Wulandari C. Pembayaran lasa lingkungan

hendaknya memberikan keuntungan bagi masyarakat

hulu, hilir dan kelestarian sumberdaya alam.

Dalam konteks l/ang lebih luas, dalam suslainab/e

davelopmont dan povarty alloviation, pembayaran jasa

lingkungan berpotensi untuk diimplementasikan dengan

mdmpeihati- kan pre-conditionlng dari pembayaran dan

imbaijasa lingkungan, yaitu mulai dari penguatan slrategi

peningkatan pengfiidupan mas/arakat, modal sosial, dan

kepastian hukum atas kepemilikan lahan'

DEFINISI PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2002

tentang Tata''Hutan dan Penyusunan Rencana

Pengeiolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan

Penggunaan Kawasan Hutan disebutkan bahwa

pem-a-nfaa,an iasa lingkungan adalah bentuk usaha untuk

memanfaatkan potensi iasa lingkungan dengan tidak

merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokok

hutan.

Lebih laniut disebutkan pula dalam peraturan pemerintah

tersebut bahwa iasa lingkungan adalah jasa ekosistem

alamiah dan sistem budidaya yang manfaatnya dapat

dimanfaatkan baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam rangka membantu memelihara dan

meningkatt<an kualitas lingkungan dan kehidupan

manusia.

Rosa el a/,, (2005) seorang pakar pembayaran jasa

lingkungan dari Amerika Tengah mendefinisikannya

se6agai kompensasi jasa ekosistem. Menurutnya, ada 4

(empiQ klassifikasi jasa ekosistem, yaitu: (1) Jasa

ienyediaan (provisioning seruices): sumber bahan

makanan, obat-obatan alamiah, sumberdaya

genetik/genetic resources, kayu bakar, serat, air, mineral

Ian lain-lain; (2) Jasa Pengaturan (regulating seruices):

fungsi manjaga kualitas udara, pengaturan 
. 
iklim,

perigaturan air, fontrot erosi, penjernihan air, pengelolaan

iam-pan, kontrol penyakit manusia, kontrol biologi

pengurangan resiko dan lain'lain; (3) Jasa Kultura
'lculiuratservices): 

identitas dan keragaman budaya, nilai'

niiai religius dan spiritual, pengetahuan (tradisional dar

formal), inspirasi, nilai estetika, hubungan social, nila

peninggalann pusaka, rekreasi, dan lain'lain; (4) Jas;

eenOutiung (Supporling $ervices): produksi utama

formasi Gnah, produksi oksigen, ketahanan tanah

penyerbukan, ketersecliaan habitat, siklus gizi dan 
.lain

iain, Oengan demikian masyarakat hendaknya dapa

memaknai suatu kondisi atau keadaan yang disediakat

oleh ekosistem tergantung pada kemampuan.e.koslsten

tersebut cialam me-nyediaian jasa yang diinginkan atat

d iharapkan oleh masYarakat.

'i,.,s hulu/
- ':n/

irlservasi

Jasa lingkungan:

Sumberdaya Air/Daerah Aliran Sungai

Keanekanagaman haYati

Karbon sequestration

Landscape beauty/ekowisata

Masy, Hilir
(konsumen)

I tt+t
MasyT-
Miskiu Kota/
Hilir

Gambar 1. Skema Pemanfaatan dan Pembayaran Jasa

Lingkungan

Pada gambar 1, dideskripsikan bahwa kawasan hutan

atau konservasi yang umumnya terletak di bagian huiu

menyediakan jasa lingkungan berupa sumberdaya air

yang umumnya berupa daerah-daerah aliran sungai,

keiniahan lansekap yang kemudian bisa dimanfaatkan

untuk ekowisata, dan karbon sequestration Jasa-ja:ra

lingkungan tersebut dikonservasi oleh masyarakat huiu

Oan dimanfaatkan oleh masyarakat hilir Dengan

dilaksanakannya skema pembayaraan jasa lingkungan

maka diperlukan adanya yayasan atau lembaga

masyarakat yang independent yang mengelola dana hasil

skema pembayaran jasa lingkungan. Lembaga ini harus

beranggotakan semua pemangku kepentingan

(stafe-ho/ders) di daerah tersebut dan dapat diterima oleh

semua pihak, Dana hasil skema ini kemudian dikelola

Cengan persetujuan para pemegang kepentingan datt

r.+

ttflr
Yayasan/
lembaga

masyaraRal

independenl
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i;ngga saat ini pembayaraniasa lingkungan sudah dapat

liimplementasikan namum perspektifnya masih beragam'

Keberagamah terkait dengan elemen yang terlibat dalam

skema iembayaran jasa lihgkungan, yaitu .ia'sa air/ daerah

ailran sungan, keanekaragaman . havati, landscape

,f eauff,teinJahan lahsekap dan kiirbon sequestrafion'

{ebeiagarnan tersebut juga Derlaku dalam hal

:;eiitrr^lgkatan irnplementasi dan bahkan pengertian

rengenil konsepnya itu sendiri, Negosiasi ad':lah enlry

::iriyang penting dalarn pelaksanaan pembayaran jasa

rEf unga-n, Acuan dari sisi teknis diperlukan untuk

.irnbentut< opini dan sebagai bahan masukan untuk

:egosiasi, artifiya penelitian dengan analisis mendalam

seiuai dengan iebutuhan harus dilakukan terlebih dahulu

se belum diimPlerhentasikan.

PERKEMBANGAN PEMBAYARAN JASA

LINGKUNGAN OI INDONESIA

lalam 3 tahun terakhir, inisiatif pelrgembangan

-ekanisrne pembayaran jasa lingkungan di lndonesia

sesara sistemeitis telah dikembangkan oleh instansi

:::,rerintah pusat dan daerah bekerjasama dengan

3rbaga swadaya masyarakat nasional dan internasional,

s:3erti ; LP3ES, WWF, RUPES'ICRAF. .Saat ini ada

s:ritar 84 lokasi yang dipandang sangat potensiai sebagai

,,, ayah pengembangan jasa lingkungan di lndonesia baik

:? am bentuk biodiversity, watershed proteclion'

;'Jscape beauty maupun carbon sequestratlon (World

: :ioforostry Centre, 2003),

I jasarkan pada review atas pelaksanaan pro3ram Jasa

r3kungan di hdonesia pada bulan Mei 2005 (LP3ES,

:3iS;, hana kontribusi sektor swasta terhadap kegiatan

:eiestariah surnberdaya air (dan lingkungan pada

:numnya) . belultt maksirnal karena besarnya beban

:erusahaan untuk mengeluarkan blaya sosial baik yang

':smi maupun tidak. Hal ini teriadi disebabkan juga karena

:elum adanya aturan perundangan yang dapat menekan

atau memberi insentif kepada perusahaan untuk lebih aktif

dalam menggunakan pembayaran jasa lingkungan

sebagai bagi,n dari kebijakan atau strategi keberlanjutan

,,rsahinya. Banyak perusahaan yang menggunakan

sumberdaya 'air sebagai bahan baku atas komoditi

rsahanya beranggapan bah'*'a pelestarian lingkungan

merupakan tanggung jawab pemerintah Termasuk

m,emandang kemiskinan masyarakat di wilayah hulu

rukan meiupakan kewaiiban perusahaan untuk

memikirkan dan mernbantu penyelesaiannya.

3erdasarkan hasil dari beberapa diskusi tentang

lembayaran jasa lingkungan diketahui bahwa diperlukan

nrang bagi iemua.pihak untuk henggali dan berbagi

\{ulandari C, Pembayaran lasa lingi;nga-'

pengalaman serla saling mempelajari. Hal ini berkenaan

dengan upaya mengidentiflkasi apa saia bentuk kebijakan

yang bersifat insentif dan dis-insentif dalam rangka

peningkatan pelibatan sektor swasta untuk menerapkan

transitsi pembayaran jasa lingkungan (PES) dalam

kerangka pelestarian kawasan DAS.

Dalam sambutannya ketika secara resmi membuka

lokakarya'strategi Pengembangan Pembayaran dan

lnrbal iusu Lingliungan di lndonesia" Riyadi (2005)

menyatakan bahvra isu mengenai pembayaran jasa

lingkungan di lndonesia sudah cukup lama dikenal,

wa-laupun dalam bahasa yang berbeda (misalnya pada

zaman Kementrian Lingkungan Hidup dibawah

kepemimpinan Emil Salim pada tahun 1980-an)'

Diiemukakannya bahwa saat ini sudah banyak terjadi

peralihan pemanfaatan lahan kawasan hutan (dan bahkan

iahan pertanian) untuk keperluan pemukiman dan industri'

lni'terkait dengan pertambahan penduduk lndonesia yang

tidak terkendali. Dengan demikian, sebagai bagian upaya

mewujudkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawsan

hutan maka pengembangan fungsi penyediaan produksi

clan jasa lingkungannya diharapkan untuk searah dengan

perwujudan Millennrum Development Goals (MDGs)'

Dalam sektor kehutanan, agar manfaat hutan dapat tetap

dimanfaatkan dan terjaga bagi kepentingan generasi

selanjutnya, maka diperlukan pergeseran parad igma

dalam pembangunan kehutanan. Saat ini seringkali hutan

hanya dipandang dari sisi fungsi produksi kayu saja, yang

menurut penelitiln hanya sebesar 7gk dari seluruh hasil

hutan, Padahal hasil produksi hutan non-kayu mempunyal

potensi sangat besar tetapi sampai saat ini belum optimal

pemanfaatannya.

Disebutkan oleh Riyadi (2005) bahwa apa yang dilakukan

terkait dengan pembaya,an dan lmbal jasa lingkunga! di

negara ini-masih bersifat parsial. Diperlukan advokasi

yaig mengarah pada pengembangan kebijakan .yang
lupit oilidixan acuan bersama, Lebih lanjut

diutarakannya, berdasarkan kriteria dan indikator

pengelolaan rrutan yang berkelanjutan (susfainable forest
'maiagenent), ada beberapa aspek yang dapat

dikemiangkan terkait dengan pengembangan mekanisme

pembayaran jasa lingkungan

aspek pemanfaatan keanekaragaman hayati hasil hutan

non-kayu, ekoturisme hutan, dan sumberdaya alr'

Berbagai inovasi teknis mekanisme pembayaran d'l
imballasa lingkungan terkait dengan keempat aspek

tersebut diharipkan dapat menjadi dasar pengembangan

dasar kelembagaan dan hukum kebijakan pembayaran

,Jan imbal jasa lingkungan di lndonesia'

7!
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Hingga saat rni kerangka kebijakan clan regulasi yang ada

Oi inOonesia belum dapat mengakomodasikan bentuk

rendanaan yang bersumber dari pembayaran dan imbal

Lii ringkungani Mengingat keterbatasan sumber dana

konuens'lona[ mafi mekanisme pembiayaan

,rtrrngrnundaninvestasiyangbersifathijauinidapat
lL:r;aOi salah satu alternatif sumber pembiayaan

:arbangunan nasional Namun pemikiran ini maslh

!ang.t iwal dan memerlukan pembahasan lebih detatl'

ietapi AnppENAS sudah mulai mengajukan pemikiran.

,ntuf rr*rnfaatkan sumber-sumber pendanaan alternatif

irng dimaksud (walaupun jrrmlahnya masih tidak

signifikan).

Pembayaran dan imbal jasa lingkungan iuga perlu

difikirkin terkait dengan isu desentralisasi. Suatu

kebljakan yang dibuat untuk keperluan kita secara

nasi,onalperlumemperhatikankon,{isi.kondisilokal'
{erjasama antar sektor dan antar pusat dan daerah harus

:erus dikembangkan dan menjadi modal kita bersama'

lalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
-fplful) 

Bab 32 tentang Perbaikan Pengelolaan Sumber

;layaAlam(programperlindungandankonservasisumbei'' :z ? alam) sudah terdapat kegiatan perurnusan

tli.nisre pendanaan bagi kegiatan perlrndungan bagi

rinservasi sumberdaya alam Bab ini dan iuga bab

::niang prasarana sumber daya air daiam RPJlvl bisa

: ,adikin payung hukum bagi pelaksanaan pembayaran

.asa lingkungan di lndonesia

Wtrlanclari C. Petnllayararr Jasa ltng<tt ngan

d'pandang dengan krrtis.

Berbagai jenis kegiatan telah dilakukan dalam upaya

*u*uludfin pelem-bagaan lasa lingkungan sebagai salah

satu instrumen untuk mengurangi tingkat kerusakan

kavrasan daerah aliran sungai. Mulai dari penelitian

pendidikan hingga promosi d.l kampanye jasa

lingkungan. ltamun dari sisi hasil yaitu terwujudnya

,rxanlime transaksi antara buyer dan se//er boleh

dikatakan masih sangat terbatas baik lokasi, nilai dan

jangka waktunya Sejauh ini, transaksi yang ada baru
'Oafam 

kasus PT, Jasa Tirta di DAS Brantas Malang dan

PT. Krakatau Tirta lndustri di Cidanau, Cilegon' Sekalipun

dari kasus di 2 lokasi ini disadari bahwa latar belakang

trinsa'rsinya belum merupakan kesadaran intemal

perrsatra.n untuk menjadikan PES sebagai bagian dari

lebijakan usaha melainkan lebih karena tekanan politik

dan kewajiban sosialyang tidak mengikat'

Model Pembayaran Jasa Lingkungan di DAS Cidanau'

Frovinsi Banten

Dalam melaksanakan pembayaran .iasa lingkungan d

Daerah Aliran Sungai (DAS) CirJanau Banten, dibentul

iuatu Forum Komunikasi DAS Cidanau atau disingka

FKDC berdasarkan Surat Keputusan Qubernur Provins

Banten Nomor 124.3/Kep.64-Huk/02 tanggal 24 Me

2002. Anggota FKDC terdiri ata$ unsur masyarakat

pemerintai] LSM, dan swasta' Daerah Aliran Sunga
'Cid.no, 

merupakan sumber aii satu'satunya bagi industt

Ci kawasan Cilegon dan merupakan sumber air bag

kurang lebih l00lndustri yang beropenasi di Cilegqn.dat

,rfitrinyr. Sebagai pemlgang izin peng.ambilan air c

oRs,:id.n.u ada'iah i'r. xiakaiau Tirta lndustri (KTl)' lzi

rni Oifeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Serang

Provinsi Banten.

Peran forum komunikasi DAS Cidariau.daiam

implernentasi jasa lingkungan sepagai berikut:

rieterkaitan upaya pengembangan mekantsme

;.rU.y.tun dan imbat jasa lingkungan dengan aspek

:rkum'perlu diperhatikan mengingat pelaksanaan

ii",ekanisme pembayaran jasa lingkungan sangat erat

i.'aitannyadenganpemahamanstatuskepemilikanlahandi
lckasi 

'proyeli, 
seperti hutan adat, hutan produksi

pemerinian, dan !ain-lainnya. Khusus untuk hutan

ircduksi dan hutan lindung, dalam Peraturan Pemerintah

nomor 34 tahun 2002 telah disebutkan tentang

;elaksanaan pembayaran iasa lingkungannya Sedangkan

iinplementasi pembayaran iasa lingkungan di kawasan

peiestarian alam, kawasan suaka alam dan tarnan buru

oarudalamtarafusulanuntukbisadimasukkandalam
iavisi Peraturan Pemetjntah nomor 68 tahun 1998 dan

,urr|., rinci akan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah

tentang Pengelolian Jasa Lingkungan' Masukan

kebijafan ke tingkat nasional s9ngal 
.diharapkan 

karena

piO, i.rt ini pembayarar. dan imbal iasa lingkungan di

inOonesia masih bersifat lokal dengan kasus-kasus

spesifik lokasi, Perlu adanya advokasi kebijakan yang

diangkat dari pengalaman'pengalaman tingkat lokal

:ersJbut. lntervensi pemerintah perlu ada namun periu
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Pengelolaan
Hutan

N'lasyarakat, industri Kota

Cilegon (hilir)
@

SuPlai air

Iruranair

d
PembiaYaan

Pemerintah Kab/Kota

di hulu DAS

(Padeglang,s.tung)

-r^. O SkemaalternatitpenanganandaerahhulumelaluiluranAirdiDASCrdanau-Banten
i
fu":atanForumKomunikasiDASCidanaudalampertaniansebagianbesarmasyarakatmasrhberladang
r::r,entasiiasarinskunsan: 

am 
[hl'**X,3#ffiT''r::xl:i'i'i!mt:Hl

. ,,,3mbangun kesepakatan kewenangan pengelolaan ,xonririrnri' xeniiaxan'^kehutanin di Provinsi Nusa

r{s cidanau oiaritara para pihak trrrr,rioio"ri ons rrngii",.';"8?tiiiillt 
^Dampax 

dan itu semua adalah

l;canau. 
nt,'' p"' o'n':1"': p.n'i'n'n debit mata ai''ttitingg' b?lgraoa sub DAS

L ,,,etakukan negosiasi OelUal-l-T.,^l,r*r,u, Tirta it'iti'1"['i'";il;; .NTB 
t'r'un 1985 menunjukkan

-justri (KTr) unruk perrrbayaran irr.-irgkungrn uo.nvr"idi i[* ;:r^1r.0;r'paoa tanun 2000 diketahui

.einudian hasit rregosiasi dituangrun irru, nrJrur, tinggll 2oo titik mata air 
"tt''tttltoi 

banyak konflik atas

resepaharnan tnilil"irijil; iiii emanfaatan sumber air'

I ,,,embentuk tim ,j [0. yatlg menangani pengelolaan Berdasarkan kondisi yang ada di lapangan maka PDAM

:embayarah frrlil*piii;p.1 rei'nagl pinselola "*"#ilT;il;;ili 'meiakukan prosram perlindungan

-asa Lingkung'n iid'[t' ierointuk' 
"*iti 'i' 

baku' dengat 
j;;;; pemikiian sebagai berikut:

r i,iendiskusikan 
'"r.#d;e- pembavaran i?t-1 iij ffi.v; eoryu.l119antuns pada keberlanssunsan

irgkungan anta,a'iirn ao noc beng; masyararat )"i,. ,[l tii teriadi penuJrn.n iuirit.s dan kuantitas (3)

:ernitik hutan or hulu DAs cidanau' unt*"**'pioiuiti 'it iung' ;;h;i hart:' dimulai dari

o=..,i"r;;:,^ perrindunsa. p-rl:rlr-?ii' f."'f.;;:ffi:l ,;1[i;if;,'li;;:l-^[J"'i:lii';]
i, a,.,- perusanrrn o'lr,ri';i; il"r; (ponut Menans, li.;i;;; rersedia;rya 

-ru' 
vrng mernenuhi svarat

-i:r,,, ui[i.rr,, irorinrr NusaTenggara Barat xu*nrtrn (aspek*"t"t']l;^,,nnan 
crrrnher air baku d1,::a lYldtdlollrr t Iv""

:.rber air baku pDAM aciarah mata,air.yang daerah pend"ekatan program oerlldunoan sumber air baku dr

:^,rkapannya terretakii'd;;g'nini;ni. ,r'iasian 
vung rorno['llr[n"c1,c^rr131rs aTea dengan pendekatan

: -aiapi: ruas hutan yft;ilffing, regrtari hutan yang ,onrri di sekitar mata a'rr' yana terbagi pada tiga zonasr:

*enrorihatinkan d*i"';#ffi 
-ikonrrisi 

sosial) 1a). zona ;;ti;*t r' ro'so nr diri titik mata arr' (b) zona

. :::iltY: J #XX L'#:; l rxH - i!, i+},f 
',ffi * fiil$l [' I;l *i' s'Jl3" 

" 

i' 

":il, 

"Jffi rxffi

:?saina anggota masyaratdt dan masyarur,ri-o.ngun ,r*'uririi uaru oari.ptn'it"'n radioaktif yang tidak

:emerintah, peneuangan riar' dan dtlof:lT:,::'il,l* o''u 
'i'ns''';i;tsii;'idalam 

waktu vans sinskat'

Cidanau
PenitiPzrn Uang

,t
1

i

t

-:illUllll\Ollr YvrrvvYrra'
,:butuhan tahan pertanian luga terus meningkat' sistem 

77



{
J

I

+l
I

i
I

l

Jurnal Hutan Tropika Vol. 1 No, 2 Desember 2005 (73.-82)

Pembayaran
jasa air

untuk Jasa
linkungan

Penitaian Masyarakat
(Community Assesment)

Liengenai pembiayaan dari pembayaran jasa lingkungan,

.ang perlu digarisbawahi adalah konservasi merupakan

::egiatan yang hasilnya tidak bisa dilihat dengan cepaU

'stan. Selain itu fee yang diperoleh akan masuk ke tarif

PDAM. Hal ini bukan hal mudah karena PDAM memiliki

'dua fungsi yakni ekonomi dan sosial, Oleh karena itu
urifnya pun harus memperlimbangkan aspek pelayanan

sosial, Sebagai misal, biaya produksi dari PDAM adalah

Rp, 800 rupiah/m3, namun harga jualnya hanya Rp,

c00/m3, sehingga PDAM masih merugi dalam penentuan

:rarganya,

rada tahun 2004, PDAM bekerjasama dengan Konsepsi

:an WWF telah melakukan survei kepada 1500

::ianggan, Berdasarkan hasil survei diketahui bahwa 90%

:aianggan bersedia untuk membayar biaya konservasi

s=besar Rp. 1,000 - 5,000/bulan, Namun, hasil survey

larg terkait dengan kgbijakan, responden menyatakan

!:hlva terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah (UU.

'lr. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah), maka

seorang kepala daerah tidak diperkenankan untuk

:elakukan pungutan dalam berbagai bentuknya. Dengan

cemikian harus mulai dicari alternatif lain untuk menyiasati
peraturan tersebut sehingga mekanisme pembayaran jasa

iingkungan tetap dapat berjalan, yakni misalnya melalui
p3A (Perkumpulan Petani Pengguna Air).

Wulandari C, Pembayaran jasa lingkung

l

I

I

Yayasan

Masyarakat
Pengelola 0ana
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llndependent
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Perlgembangan Kemampuan

{Copacity Building)
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I

I
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I

I

l
I

Pengembangan
organisasi

Rencana Aksi

lAction Pton\

PEMBELAJARAN PENTING DARI NEGARA.NEGAR

DIAMERIKA

Pengalarnan di Brazil

Ada beberapa hal yang dilakukan di Brazil: Pertar

melindungi dan mengakui hak petani sebagai penyul

karet. Kedua, sebagai pengganti dari pembatasan akt

dan hak-hak menikmati hasil, maka para petani menda
jaminan hukum atas hak tata guna lahan. Ketiga,

negara bagian Acre, pemerintah memberikan 0,60 r

Brazil untuk per kg karet yang terkumpul kepada kelomg

atau asosiasi penyuling karet sebagai kompensasi un

mereka karena telah menjaga,hutan dan memfasill

tersedianya jasa ekosistem,

Pengalaman di Kosta Rika

Pertama, skema pembayaran jasa lingkunS

diimplementasikan dengan sumber dananya (

pendapatan yang berasal dari pajak bahan bakar. lnstil

yang menangani skema PES secara khusus yakni SIN

( Systen 0f Conservation Areas) dan yang menang

proses pembayaran dan kontraknya adalah (FONAFIF

Kedua, Pihak organisasi konservasi dan pemilik hu

sangat berpengaruh besar dalam menentukan skema b

dan peranannya sehingga keterlibatan pendu{uk asli t
petani sangat kecil. Ketiga, pembayaran jasa lingkung

terkonsentrasi untuk konservasi hutan yakni 70 % gt

Gambar 3. Skema Konsep Program Pembayaran Jasa Lingkungan dalam r.orlSel"V?si di Pulau Lombok - Nusa

Tenggara Barat

:^

FILANTROPI

PDAM

Corporate
Social

Responslbllity

Rumah

Tanqqa

Program lnisia-
tif Masyarakat Untuk

KonaEr vasl dan

lncome Generating



| ,'rn 1997-2002 dan yang mengambil manfaatnya adaiah

1 ; : l,' ; i;; ; ;;il ; *,' q I !::::1,:.:"., l:l ?" | fl li'ii?Jl
F t-''r,' *;=;.i;;'v;il Jibavarkan adalah us$ 0'60 untuk

^^h^^^\ 2 
=rhlnoq, 

pemilik lahan luas akan

ri-:-:'-t?r i* yrng ieiin btt" dibanding petani yangii-"-3ea':l fee

E ,lr--i, se.i.pit,

:.':alaman di Kota New \ ork dan Masyarakat

sr..itar DAs catskill

',::cslasi yang luas dalarn menetapkan. :::li^!^*'
r ;;;;;;rivris dGttr.ikan densan kebutuhan mereka

I pada tahun 1-e'e, .the ^ury?q :11',.:,,,,FIi
i;ilt *'nur Protection lqt1l)^^It::":):Xil
:ffii6 r,ir;i air agar sesuai dengan persvaratan
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lembaga dapat mengelola pelaksanaan pembayaran jasa

tftkuiar. secara- tepat, Keempat, le1laOa dapat

memutuskandanmengambitfeepemanfaataniasa
iirdr,lri".i .r.n buvei dan juga 

, 
keuntunsan alas

nr'f,rrg; atau jaringan keria dengan aktor-aktor eksternal

lainnya.

Pengalaman di El Salvador

lnisiatil di El Salvador memberikan pelaiaran peniing;

prttrrr, perrtingnya mempertimbangkan,potensi petani

berskala lahan sempit yang ada iauh di.luar hutan dan

,.tin rnrrrruxan xoniervisi tradisional' Hal ini perlu

;il;'liililakan karena justru para petani kopi dengan

lahan. $empI yuni iuitrs mampu .rnempertahankan

ffi;;rs#; l6nii tanam'n di lahannva Densan

demikian keseimbangan ekosistem di. wilayah tersebut

;;;i 6*, terjaga. kedua, organisasi sosial yang kuat

diantara para pemilik lahan pertanian sempit iustru

rrtr.i.rai,- f.irnun penting dalam negosiasi skema

i.rpa.iril. Ketiga, 
' 

diperiukanaya 
-kebiiakan 

yang

*.niunirngxrn'taeran'pedesaan untuk mendukung

implementasi pemnayatan iasa lingkungan Ke.em.9at,

;il;il;;ilrns tut'i'oari pira pihak akan memberikan

ffiffih irng r.b,h besai dalam pembuatan kebijakan

publik di Oesa tersen'r k"tn' para pihak dapat saling

menerimadanmengintegrasixantujuanpengelolaan
lingkungan di wilaYahnYa'

kesehatan.

Kota New York kdmudian membuat konsep regulasi

il;d;;., tanan vans tegas untuk DAS catskilldan

DAS Delaware senrng-ga petani haus berkomitmen

,niur 
-rrnOubah 

prikiek pertanian mereka untuk

menjamin suPlai air bersih'

Setiap petani yang terlibat progral ini memperoleh

ilffi iernis'untirr membangun Rencana Pertanian

ffi;;iilh \whote Farm Plafi' Dengan demikian

rumLri pJrrsi potensiat di lahan pertanian dapat

dikontrol,

Konflik dengan petani dan masyarakat sekitar DAS

;6rilk* ;ielaiui perundingan multrstakeholde r'

Kota'New York menyetuiui untuk mendukung suatu

ilt rhia. oaram piaxt6t perianian. melalui suatu

paket kompensasi yang 
,.tidak -lerfokus 

pada

l.tnUavatan' langsung' Kompensasi diberikan

l.rilirii, Jrtam beituk pelatihan'peqll'n' d ukuns a n

ortri,'rrtvarakat meniitit<i suara dalam menentukan

perencanaan DAS,

Pengalaman.dl Meksiko

ir'lasalah yang dda' di negara Meksiko adalah akses dan

kontrol terhddap sumierdaya alam yang dimiliki

nr,Vrofrt kurang memadai' dengan demikian

,;;i;;;i;i pedesaa-n membutuhkan kapasitas orsanisasi

;rrd kril(iar rnempunyai posisitawal yang tinggi'

Pelaksanaan pembayaran jasa lingkungan dilakukan di

M;[siko aoitan iatam' rangka .mengembangkan

,,gr;irrri vrrg btrfiiak di bidang bioprospectlng dan

;k.lvirrt; yang ruat' Langkatr pertama,dalam penguatan

k;;-b;ar;n, 
-yaitu 

adanyi repiesentasi anggota lembaga

yang mewakiti fepentingan mbrefa $er{1ma 
para petani

hulu). kedua, aoanya tt"eiepakatan iembaga untuk, untuk

;;ffi;ru*tul''i'n dan ntemutuskan konflik' ketisa'

PENINGKATAN KAPASITAS PARA PEMANGKU

PiItNH PEMBAYARAN JASA LINGKUNGAN

Berbicara tentang pemasaran jasa lingkungan tentu^akan

pri. ,troicara-kan si pelaku usahanya yang senng

disebut Cengan pengrtaha atau pelaku. bisnis baik itu

suatu perusahaan r.,pun merupakan individu'individu

i,i*r[i masyarakat oilr luga koperasi' Banyak pelaku

;i;;lilrg berpandangan uan*a dalam mengembangkan

,t.f'rnVr-tergantung dana investasi dan asset yang

dimiliki. Pada umum'iy', *tn"ut mereka.dana investasi

adalah faktor penenii 
't 

u|..n, dapat untuk pengadaan

sarana, prasarana dan teknologi y{g relevan dengan

bidang usaha yanf Oigetulnit Pendapat ini tidak

,.p.n]unnv, xeliiu namui sebenarnya ada hal ini yang

lrg. purti;,g dalam menialankan suatu usaia yaitu tenaga

'k;h'atur "rumnetoavJ mantrsia {asatan 
akan timbul

terkait dengan p.ngiO"n tenaga kerla karena modal

dana dan aset yang ada dapat dipergunakan secara

.piirri- o.n etertit- uita sumberdaya manusia yang

menialankannya berkualitas pnnta

Tenaga kerja yang berkualitas akan merupakan salah satu

persyaratan yang 
'Jiutamakan 

clalam rekruitmen' Bile

ienaga keria yang ne*uatitas telah dimiliki maka perlt

'?(
t\



la am Kamus Lengkap Bahasa lndonesia (2002), kata

,:pasitas diarlikan sebagai kemampuan menghasilkan

;:oduksi, Dengan demikian peningliatan kapasitas dapat

: arlikan sebagai upaya peningkatan kemampuan tenaga

,:rla dalam menghasilkan suatu produksl. Berkaitan

:rngan usaha jasa lingkungan maka peningkatan

.-inal Hutan Tropika Vol. I No' 2 Desember 2005 (73-82)

,.tan\a perencaanaan sumberdaya manusia sebagai

..rrtrgi pengelolaan agar mereka tetap bersedia bekerla

.r. r,ra* incin plndah ke tempat usaha atau perusahaan

-,-,r ia;r Oinqin demikian diperlukan adanya pembinaan

:a- prngt.bingan kapasitas tenaga keqa yang telah

;: . sasuai dengan tuntutan pekembangan usaha di

: .2^,2j asa lingkungan'

leiinisi Peningkatan KaPasitas

Wulandari C. Pembayaran jasa lingkungan

dapat dilakukan secara formal misal melalui pelatihan

(lraining) atauiun pr0gram-program pelatihan secara

informa-l Komponen kedua, pengembangan karier lebih

berfokus kepada tindakan pengelola untuk menganalisis

kebutuhan dengan cara mengidentifikasi keinginan, nilai

dan kompetensi yang dimiliki si tenaga keria' Selain itu

juga berfokus pada aktifitas dan penugasan secara

lnOiviOu yang memang diperlukan untuk meningkatkan

kemampuan 
- 
dan keahlian tenaga kerja yang dimiliki.

Pengembangan karier meliputi aktilitas'aktilitas secara

individu dan organisasi. Aktifltas individu antara lain

perencanaan karier seorang tenaga kerja, penyadaran

seorang tenaga kerja akan karier yang harus dilaluinya.

Aktifitas organisasi antara lain sistem penempatan tenaga

kerja, sistem mentoring, pengadaan workshop, seminar

atau lainnya yang terkait dengan pengembangan

sumberdaya manusia, Pengembangan organisasi sebagai

komponen ketigit secara langsung merupakan komponen

yang terkait dengan pengembangan solusi organisasi

dalam memecahkan masalah'masalah organisasi melalui

struktur, kultur, proses dan strategi secara

kelembagaan/organisasi. Dengan demikian, secara

spesifik pengembangan sumberdaya manusia mempunyai

4 (empat) tujuan (Lawrie, 19BO), yaitu: (1.) identifikasi

kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerja yang baru direkrut,

(2 ) identifikasi kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerja

yang dipromosikan untuk tugas dan tanggung jawab yang

baru, (3.) meningkatkan kompetensi dan keahlian tenaga

kerja pada posisi{abatan s'aat ini, dan (4') mempersiapkan

tenaga kerja untuk menghadapi tantangan usaha yang

mungkin terjadi.

Para Pemangku Peran dalam Pembayaran Jasa

Lingkungan

Setiap para pemangku peran dalam pembayaran jasa

lingkunganmempunyaiperanyangspesifikbaikyangada
oi [ingkit lokasi, daerah, nasional maupun internasional'

Dalam mekanisme iasa tingkungap baik jasa air

(wafershed protection), keindahan' lanskap (landscape

beauty), perdagangan karbon atau Carbon Seguestrafi'on

atau 
'bDM 

ictein Developmenf Mechanism), dan

konservasi keanekaragaman hayati (biodiversify

conserualion) dikenal adanya para pemangku peran

sebagai berikut:

a. masyarakat (produsen/hulu dan konsumer/hllir) . . ,- ,,,

b pemLrintah ipusat dan daerah, lintas sektoral dan '

rapasitas bisa diberi arti sebagai peningkatan kemampuan

;3ra pemangku peran usaha jasa lingkungan datam

:engelola sumberdaya alam secara lestari dan

anghasilkan keuntungan secara el,onomi.

:ningkatan kapasitas para pemanEku peran diperlukan

:rena diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan

:,tuk memilih dan memberi resporr terhadap perubalran

ingqa mampu nrengendalikan masa depannya

Japun karaktersitik pemangku peran seperti itu

xumnya memiliki (Ndraha, 1986): kemampuan, nilai-nilai

ersamaan, kekuasaan, kemandirian dan rasa saling

tergantungan terhadap pemegang peran yang lain

ngan demikian diperlukan a lanya peningkatan

agar para pemangku peian jasa lingkungan

pat melaksanakan kegiatan secara efektif dan effisien.

nya, perlu ada perencanaan sumberdaya manusia

merupakan proses penetapan strategi untuk

peroleh, memanfaatkan, mengembangkan, dan

n sumberdaya marrusia sesuai dengan

organisasi/perusahaan sekarang dan

nnya di masa depan (Nawawi, 2003).

kapasitas sumberdaya manusia merupakan

ian yang tidak terpisahkan dengan program

gembangan sumberdaya manusia di suatu

haan. Dalam mengembangkan kapasitas

rmberdaya manusia perlu diperhatikan adanya 3 (tiga)

Ketiga komponen tersebut saling erat

bungan antara satu ko,nponen dengan komponen

a (Giley dan Eggland, 1989), yaitu (1 ')

ngan individu, (2.) pengembangan karier, dan

Pengembangan organisasi,

komponen pertama, pengembangan individu

mengacu kepada pengembangan pengetahuan,

dan atau perilaku yang akan tampak dalam

si tenaga kerja dan juga dalam melaksanakan

wilayah)

swasta

lembaga s,vadaYa masYarakat atau

penterintah

(l;mbaga donor)

(/.

d,

e.

aannya. Peningkatan kemampuan secara individu f.
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adanya perencaanaan sumberdaya manusia sebagai
strategi pengelolaan agar mereka tetap bersedia bekerja
dan tidak ingin pindah ke tempat usaha atau perusahaan
yang lain, Dengan demikian diperlukan adanya pembinaan
dan pengembangan kapasitas tenaga kerja yang telah
dimiliki sesuai dengan tuntutan pekembangan usaha di
bidang jasa lingkungan. 

l

Defi nisi Peningkatan Kapasitas

Dalam Kamus Lengkap Bahasa lndonesia (2002), kata
kapasitas diartikan sebagai kemampuan menghasilkan
produksi. Dengan demikian peningkatan kapasitas dapat
diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan tenaga
kerja dalam menghd'silkan suatu produksi. Berkaitin
dengan usaha jasa lingkungar, maka peningkatan
kapasitas bisa diberi arti sebagai peningkatan kemampuan
paru peman$ru peran usa'na .;ar;a 

'frn$kungan 
daram

mengelola sumberdaya alam secara lestari dan
menghasilkan keuntungan secara ekonomi,

Wulandari C. Pembayaran Jasa lingkungan

dapat dilakukan secara formal misal melalui pelatihan
(training) atauirun program-program pelatihan secara
informal. Komponen kedua, pengembangan karier lebih
berfokus kepada tindakan pengelola untuk menganalisis
kebutuhan dengan cam mengidentifikasi keinginan, nilai
dan kompetensi yang dimiliki si tenaga kerja. Selain itu
juga berfokus pada aktifitas dan penugasan secara
individu yang memang diperlukan untuk meningkatkan
kemampuan dan keahlian tenaga kerja yang dimiliki.
Fengembangan karier meliputi aktifitas-aktifitas secara
individu dan organisasi. Aktilitas individu antara lain
perencanaan karier seorang tenaga kerja, penyadaran

leorang tenaga kerja akan karier yang harus dilaluinya.
Aktifitas organisasi antara lain sistem penempatan tenaga
kerja, sistem mentoring, pengadaan workshop, seminlr
atau lainnya yatg terkait dengan pengembangan
su m berdaya manusia. Pengembangan organ isasi sehaqBi
komponen ketiga secara langsung merupakan komponen
yang terkait dengan pengembangan solusi organisasi
dalam memecahkan masalah-masalah organisasi melalui
struklur, kultur, proses dan strategi secara
kelembagaan/organisasi. Dengan demikian, secara
spesifik pengembangan sumberdaya manusia mempunyai
4 (empat) tujuan (Lawrie, 1986), yaitu: (1.) identifikasi
kebutuhan pelatihan bagi tenaga kerja yang baru direkrut,
(2.) identilikasi kebutuhan petatihan bagi tenaga kerja
yang dipromosikan untuk tugas dan tanggung jawab yang
baru, (3.) meningkatkan kompetensi dan keairlian tenagi
kerja pada posisiljabatan saat ini, dan (4.) mempersiapkin
tenaga keria untuk menghadapi tantangan usaha yang
mungkin terjadi.

Para Pemangku Peran dalam pembayaran Jasa
Lingkungan

Setiap para pemangku peran dalam pembayaran jasa
lingkungan mempunyai peran yang spesifik baik yang ada
di tingkat lokasi, daerah, nasional maupun internasional.

Dalam mekanisme jasa lingkungan baik jasa air
(watershed protection), keindahan lanskap (landscape
heauty), perdagangan karbon alau Carbon Seguesfralron
atau CDM lClean Development Mechanism), dan
konservasi keanekaragaman hayati (biodiversity
conservation) dikenal adanya para pemangku peran
sebagai berikut:

Peningkatan kapasitas para pemanEku peran diperlukan
karena diharapkan mereka akan mempunyai kemampuan
untuk memilih dan memberi respor terhadap perubahan
sehingga mampu mengendalikar masa depannya.
Adapun karaktersitik pemangku peran seperti itu
umumnya memiliki (Ndraha, 1986): lemampuan, nilai_nilai
kebersamaan, kekuasaan, kemandirian dan rasa saling
ketergantungan terhadap pemegang peran yang lain-.
Dengan demikian dipertukan alanya p6ninltaUn
kapasitas agar para pemangku pe,an jasa lingkungan
dapat melaksanakan kegiatan secara efektif dan effisien.
Artinya, perlu ada perencanaan sumberdaya manusia
yang merupakan proses penetapan strategi untuk
memperoleh, memanfaatkan, mengembangkin, dan
mempertahankan sumberdaya nibnusia sesuai dengan
kebutuhan organisasi/perusahaan sekarang ian
pengembangannya di masa depan (Nawawi, 2003),

Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia merupakan
bagian . yang tidak terpisahkan dengan program
pengembangan sumberdaya manusia di Juatu
perusahaan. Dalam mengembangkan kapasitas
sumberdaya manusia perlu diperhatikan adanya 3 (tiga)
komponen. Ketiga komponen tersebut siting 

'erai

berhubungan antara satu komponen dengan komponen
lainnya (Giley dan Eggtand, 1989)r yaitu (1.)
pengembangan individu, (2.) pengembangan karier, dan
(3.) pengembangan organisasi.

Sebagai komponen pertama, pengembangan individu
banyak mengacu kepada pengembangan pengetahuan,
ketrampilan, dan atau perilaku yang akan tampik dalam
penampilan si tenaga keria dan juga dalam melaksanakan
pekerjaannya, Peningkatan kemampuan secara individu

80

o,

b,

c.

d.

e.

f.

!

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I

masyarakat (produsen/hulu dan konsumen/hiti g
pemerintah (pusat dan daerah, lintas sektoral dan
wilayah)

lembaga perguruan tinggi atau lembaga penelitian
swasta
lembaga swadaya masyarakat atau organisasi non
pemerintah

(lembaga donor)



i:rnal Hutan Tropika Vol. 1 No. 2 Desemlrer 2005 (73-82)

Setiap pemangku peran terdiri atas individu-individu yang

lharapkan mernpunyai tanggung jawab untuk memiliki

rapasitas dan keahlian yang memadai sesuai dengan

<eperluan /kebutuhan dalam menjalankan usaha jasa

;ngkungan.

Spesifikasi Kapasitas Sumberdaya Manusia yang

Diperlukan dalam Pembayaran Jasa Lingkungan

Peningkatan kapasitas tenaga kerja dalam bidang

pembayaran jasa lingkungan dapat dilakukan seoara

individu ataupun secara bersama atau kelembagaan.

Terkait dengan peserta peningkatan kapasitas, yang harus

ditingkatkan kapasitasnya dalam pelaksanaan mekanisme

pembayaran jasa lingkungan bukan hanya tenaga kerja

perusahaan tetapiiuga pemerintah dan masyarakat serta

pemangku peran lainnya. Hal ini diperlukan karena

komoditas yang diusahakan bersifat unik dan spesifik.

Selain itu, keberadaan atau lokasi sumberdaya alam

sebagai komoditas yang'' diusaha$n tidak mengenal

batas-batas administrasi wilayah.

Secara spesifik, pengelolaan jasa lingkungan memerlukan

banyak sumberdaya manusia dengan berbagai kapasitas

dan keahlian serta ketrampilan yang saling bersinergis.

Berdasarkan beberapa buku referensi dan operasional di

lapangan maka kapasitas yang diperlukan dapat

dibedakan atas:

a. Keahlian atau ketrampilan atas suatu bidang tertentu,

misalnya: tentang marketing atau pemasaran,

si/vrkullur atau budidaya kehutanan, pengelolaan

organisasi

b. Memiliki kapasitas dalam mengelola mekanisme atau

skema jasa lingkungan tertentu

c, Memiliki kapasitas dalam hal kebijakan (policy) baik di

tingkat lokasi/desa, daerah maupun nasional

Berdasarkan tingkatan lokasiatau wilayah maka kapasitas

sumberdaya manusia yang diperlukan dalam pengelolaan

jasa lingkungan dapat dibedakan atas kapasitasnya untuk

dapat mengelola usaha di tingkat lokasi, di tingkat daerah

tertenlu atau di tingkat nasional bahkan internasional. Hal

ini sangat terkait dengan persyaratan pada saat

rekruitmen tenaga kerja atau jenis-jenis pelatihan yang

harus diberikan untuk meningkatkan kapasitas tenaga

kerja berpotensi yang telah dimiliki, Dengan demikian,

masyarakat lokal sebagai salah satu para pihak

(stakeho/der) mempunyai hak untuk ditingkatkan

kapasitasnya dan kemudian direkrut sebagai tenaga keria

pengelolaan jasa lingkungan di wilayahnya dan hal ini

' diharapkan akan meningkatkan taraf penghidupan

mereka.

Wulandari C. Pembayaran jasa lingkungan

PENUTUP

Pembayaran jasa lingkungan dapat menjadi instrumen

finansial untuk pembiayaan kegiatan konservasi

tradisional di suatu wilayah. Mekanisme ini mencari

alternatif biaya termurah untuk memperoleh suatu jasa,

misal menaikkan suplai jasa ekosistem berupa suplai air.

Dalam mengimplementasikan mekanisme ini diperlukan

adanya payung kebijakan di tingkat lokal, daerah dan juga

nasional.

Mekanisme pembayaran jasa lingkungan dilaksanakan

dengan tetap menghargai pengetahuan dan praktek

penduduk lokal sehingga akan dapat memastikart

ketersediaan jasa lingkungan secara berkelanjutan. Hal ini

berarti juga akan memperluas hak'hak dan kesempatan

masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kondisi

kehidupan mereka.

i'lal lain yang sama pentingnya dalam melaksanakan

pembayaran jasa lingkungan di suatu wilayah adalah

perencanaan sumberdaya manusia. Perencanaan ini

hendaknya tidak dilakukan secara spekulatif namun

dilaksanakan secara rasional dan ilmiah agar dapat

memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan

bidang usaha ini. Tindakan manajernen lenjutan setelah

pengadaan tenaga kerja yang berkualitas juga memegang

peranan penting dalam pengembangan usaha jasa

lingkungan, yaitu adanya program peningkatan kapasitas

sumberdaya manusianya.
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